
 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN  

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

NOMOR : W23-A9/ 541 /0T.01.3/SK/3/2021 

 

T E N T A N G 

 

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) HAKIM, PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK 

PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

TAHUN 2021 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

 

Menimbang : a. Bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Pengadilan Agama Maumere  

dituntut  untuk berdedikasi, kreatif, disiplin, loyal serta berprestasi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab; 

  b. 

 

 

 

 

c. 

Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kinerja serta upaya 

mencapai sasaran kerja, produktivitas kerja dan kedisiplinan Pegawai, 

maka  dipandang  perlu menetapkan  Uraian Tugas/Job Description  bagi  

Hakim, Pegawai   dan Tenaga Kontrak pada Pengadilan Agama Maumere 

Tahun 2021; 

Bahwa  Pejabat/Pegawai  yang  namanya tercantum dalam lampiran Surat 

Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas  

tersebut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang tentang Mahkamah Agung; 

  3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama; 

  4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

Peraturan Presiden RI.Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi 

Sekretariat Mahkamah Agung RI; 

Peraturan Presiden RI. Nomor 81 tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi; 

Permenpan. RB. Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi; 

  9. Peraturan Mahkamah  Agung  RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan; 

  10. 

 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 

071/KMA/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 

Mahkamah Agung RI; 

  11. 

 

 

 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 

144/KMA/SK/VIII/2011, Tanggal 05 Januari 2011 tentang Tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. 

 

 

13. 

 

 

 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 008-

A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung 

RI; 

Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah 

Agung RI. Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan  Pejabat Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Lingkungan  

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di 

seluruh Indonesia; 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan  

 

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

TENTANG URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) HAKIM, PEGAWAI 

DAN TENAGA KONTRAK PENGADILAN AGAMA MAUMERE 

TAHUN 2021; 

 

PERTAMA 

 

KEDUA 

: 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : 

W23-A9/309 /0T.01.3/SK/3/2021, tanggal 01 Maret 2021; 

Penyusunan dan Pembagian tugas Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan  

Agama Maumere Tahun 2021 disusun berdasarkan tupoksi masing-masing 

pegawai; 

KETIGA 

 

KEEMPAT 

: 

 

: 

Penyusunan dan Pembagian tugas Pegawai dikoordinasikan kepada atasan 

masing-masing pegawai sesuai Bidangnya; 

Kepada semua  Pegawai Pengadilan Agama  Maumere agar melaksanakan  

tugas dengan sebaik-baiknya dan atasan langsung  dapat  menunjuk  

Pegawai lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut apabila yang 

bersangkutan tidak ada ditempat; 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 

 

Di tetapkan di :  Maumere 

Pada tanggal :  08 September  2021 

 

KETUA, 

 

 

 

                                    Suratnah Bao, S.Ag., M.H. 

                                  NIP. 19740301 2006042 001 

   

Tembusan Kepada Yth : 

1. Sekretaris MA-RI, di Jakarta; 

2. Kepala BUA MA-RI, di Jakarta; 

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, di Jakarta; 

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT, di Kupang; 

5. Masing-masing yang bersangkutan; 

6. Arsip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


